PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Menimbang :

Mengingat

[y

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,

bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal yang layak dalam lingkungan hidup yang
baik dan sehat akan menjamin kesehatan dan kualitas hidup
yang lebih baik;

bahwa perumahan kumuh dan permukiman kumuh perla
dicegah dan ditangani melalui pengaturan dengan
memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan,
kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan
dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan,
keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan
kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan,
ketertiban dan keteraturan;

bahwa perumahan dan kawasan permukiman perlu dikelola
secara terencana, terpadu, profesional, dan
bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan
penggunaan dan pemanfaatan ruang dengan tetap melakukan
pemberdayaan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097;



o
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Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, kabupaten
Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3894 |5

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tenlang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh.



.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika
(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika
(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

1.
2,

Daerah adalah Kabupaten Mimika.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Mimika.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana,
dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih
dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan
perkotaan atau kawasan perdesaan.

Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri
atas lebih dari satu satuan permukiman.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
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Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas
fungsi sebagai tempat hunian.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh
dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan
serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu
mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak,
sehat, aman, dan nyaman.

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya,
dan ekonomi.

Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan
hunian.

Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah
penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
ditetapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumubh.

Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah
sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri
yvang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan
selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk
membangun kaveling tanah matang.

Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperiuas,
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang
melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara
Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman.

Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan
diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu,
vaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga
kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang yaitu situasi keterangan rencana kota
tentang peruntukan ruang kota ke instansi terkait.
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan operasionalisasi
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang
telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;

b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang
layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

b. Penetapan Lokasi

c. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru;

peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumubh;
tugas dan kewajiban pemerintah daerah

penyediaan tanah;

pendanaan dan sistem pembiayaan;dan

pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

= N

BAB III

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

(1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria
yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu
perumahan dan permukiman.

(2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

bangunan gedung;

jalan lingkungan;

penyediaan air minum;

drainase lingkungan;

pengelolaan air limbah;

pengelolaan persampahan; dan

proteksi kebakaran.

@ e op o
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Pasal 6

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:

a. ketidakteraturan bangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan
ketentuan rencana tata ruang; dan/atau

c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman :

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata
Ruang (RDTR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan,
dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan
dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit
pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi
lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan
wajah jalan.

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan

ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

{riﬂerupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman

engan:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR,
dan/atau RTBL; dan/atau

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR,
dan/atau RTBL,

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kondisi bangunan gedung pada
perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdiri dari :

a. pengendalian dampak lingkungan;

b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum;

keselamatan bangunan gedung;

kesehatan bangunan gedung;

kenyamanan bangunan gedung; dan

kemudahan bangunan gedung.

s I =N

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam hal kabupaten belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian
ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada
persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan
mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian
ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah
daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung
(TABG).
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Pasal 8

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:

a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan
atau permukiman; dan/atau

b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan
atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani
dengan jalan lingkungan.

Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan
terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 9

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ¢ mencakup:

a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau

b. tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih setiap individu sesuai standar
yang berlaku.

Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses
air bersih yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak
berasa.

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air
minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak
mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Pasal 10

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:

a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
sehingga menimbulkan genangan;

ketidaktersediaan drainase;

tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;

tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di
dalamnya; dan/atau

e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

B0 o

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga
menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu
mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi
lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali
setahun.

Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak
tersedia.
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Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak
terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan
air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di
dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi
dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:

a. pemeliharaan rutin; dan/atau

b. pemeliharaan berkala.

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi
drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau
penutup atau telah terjadi kerusakan

Pasal 11

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:

a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang
berlaku; dan/atau

b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan teknis.

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang
berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi
dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau
permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari
kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik  baik secara
individual/domestik, komunal maupun terpusat.

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi
prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau
permukiman dimana:

a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau

b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 12

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:

a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan
teknis;

b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis:
dan/atau

c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik
sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana

prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau

permukiman tidak memadai sebagai berikut;

a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau
rumah tangga;
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b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle)
pada skala lingkungan;

c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan

d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana
pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman
tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

pewadahan dan pemilahan domestik;

pengumpulan lingkungan,;

pengangkutan lingkungan; dan

pengolahan lingkungan.

ap o

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber
air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan
prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:

a. pemeliharaan rutin; dan/atau

b. pemeliharaan berkala.

Pasal 13

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:

a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau

b. sarana proteksi kebakaran.

Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya

prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:

a. pasockan air dari sumber alam maupun buatan;

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan
pemadam kebakaran;

c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada
Instansi pemadam kebakaran; dan

d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.

Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana
proteksi kebakaran yang meliputi:

a. alat pemadam api ringan (APAR);

b. mobil pompa,;

c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan

d. peralatan pendukung lainnya

Bagian Kedua
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 14

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan
pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan
letak lokasi secara geografis.
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Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman
kumuh:

a. di tepi air; dan
b. di dataran;

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam
wilayah kabupaten Mimika.

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan
dalam rencana tata ruang,

Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai
dengan rencana tata ruang.

BAB 1V
PENETAPAN LOKASI

Pasal 15

Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib
didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan
melibatkan peran masyarakat.

Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
a. identifikasi lokasi; dan
b. penilaian lokasi.

Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk
keputusan bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi.

Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 16

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a,
meliputi identifikasi terhadap:

B

Ao

(1)

satuan perumahan dan permukiman;
kondisi kekumuhan;

legalitas lahan; dan

pertimbangan lain.

Pasal 17

Identifikasi satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan upaya untuk menentukan
batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau
swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kabupaten/kota.
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Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan
pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan
dengan pendekatan administratif.

Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada avat
(3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga.

Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada @ tingkat
kelurahan/kampung.

Pasal 18

Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada
suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan
kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman
kumubh.

Pasal 19

Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c
merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada
setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar
yang menentukan bentuk penanganan.

Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
aspek:

a. kejelasan status penguasaan lahan; dan

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:

a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah
atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah;
dan/atau

b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin
pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah
dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau
pemilik tanah dengan pengguna tanah.

Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana
tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Pemanfaaatan Ruang,

Pasal 20

Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf
d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non
fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh
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Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
aspek:

a. nilai strategis lokasi;

b. kependudukan; dan

c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
a. fungsi strategis kabupaten; dan

b. bukan fungsi strategis kabupaten.

Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau
permukiman dengan klasifikasi:

a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;

b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 - 200 jiwa/ha;

c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 - 400 jiwa/ha;

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

huruf ¢ merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan

atau permukiman berupa:

a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung
pembangunan;

b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat
strategis bagi masyarakat setempat; dan

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu
yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 21

Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh dilakukan oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan
dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemerintah daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan
identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumubh.

Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari
peraturan daerah ini

Pasal 22

Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b
dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan
terhadap aspek:

a. kondisi kekumuhan;

b. legalitas lahan; dan

c. pertimbangan lain.



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3]

(1)

(2)

(3)

(4)

~13

Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:

a. kumuh kategori ringan,;

b. kumuh kategori sedang; dan

c¢. kumuh kategori berat.

Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:

a. status lahan legal; dan

b. status lahan tidak legal.

Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. pertimbangan lain kategori rendah,;

b. pertimbangan lain kategori sedang; dan

¢. pertimbangan lain kategori tinggi.

Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari
peraturan daerah ini.

Paragraf 1
Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 23

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh
pemerintah daerah dalam bentuk keputusan bupati berdasarkan hasil
penilaian lokasi.

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi
kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi yang digunakan sebagai
pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

Penietapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek
pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas
penanganan.

Pasal 24

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilengkapi
dengan:

a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan

b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data
terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi
kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.

Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan
hasil penilaian aspek pertimbangan lain.

Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat
dalam suatu wilayah kabupaten Mimika berdasarkan tabel daftar lokasi.
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Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dalam Lampiran I11.

Pasal 25

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3] dilakukan
peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau
luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari
penanganan vang telah dilakukan.

Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
proses pendataan.

Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan bentuk keputusan bupati.

Pasal 26

Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)
dilakukan melalui tahap:

persiapan;

survei;

penyusunan data dan fakta;

analisis;

penyusunan konsep penanganan; dan

penyusunan rencana penanganan,

P o MR =

Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf [ berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah,
dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.

Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dalam bentuk peraturan bupati sebagai dasar penanganan perumahan
kumuh dan permukiman kumubh.

BAB V

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH BARU DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Pasal 27

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh baru dan
permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyarakat.
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Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 28

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf
a dilakukan atas kesesuaian terhadap:

a. perizinan,

b. standar teknis; dan

¢. kelaikan fungsi.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada:

a. tahap perencanaan;
b. tahap pembangunan; dan
c. tahap pemanfaatan.

Paragraf 1
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 29

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:

izin prinsip;

izin lokasi;

izin penggunaan pemanfaatan tanah;

izin mendirikan bangunan; dan

izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

® oo

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan
permukiman.

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:

a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan
dengan rencana tata ruang; dan

b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas
umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis vang berlaku.

Pasal 30

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
bangunan gedung;

jalan lingkungan;

penyediaan air minum;

drainase lingkungan;

pengelolaan air limbah;

pengelolaan persampahan; dan

proteksi kebakaran.

moo a0 o

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan
perumahan dan permukiman.
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(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:

a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar
teknis yang berlaku;

b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai
ketentuan standar teknis yang berlaku; dan/atau

c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta
kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang
berlaku,

Pasal 31

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf ¢ dilakukan terhadap:

bangunan gedung;

jalan lingkungan;

penyediaan air minum;

drainase lingkungan;

pengelolaan air limbah;

pengelolaan persampahan; dan

proteksi kebakaran.

®oo Qo oTE

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi
g g
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan pada tahap pemanfaatan
perumahan dan permukiman.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:

a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas
bahan atau material vang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan
fungsionalnya masing-masing;

b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan
utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; dan

c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan
utilitas umum tidak mengurangi keberfungsiannya masing-masing.

Pasal 32

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30,
dan Pasal 31 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 2
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 33

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, dilakukan dengan cara:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.
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Pasal 34

Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a
merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:

a. langsung; dan/atau

b. tidak langsung.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasi
berpotensi menjadi kumuh.

Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan berdasarkan:

a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani.

b. pengaduan masyarakat maupun media massa.

Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 35

Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan
obyektif terhadap hasil pemantauan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan
pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumubh.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai
kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:

a. perizinan pada tahap perencanaan,

b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau

c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh baru.

Pasal 36

Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 huruf c¢ merupakan kegiatan penyampaian hasil
pemantauan dan evaluasi.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
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(3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan
pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya
pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.

(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 37

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b
dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan
permukiman melalui:

a. pendampingan; dan

b. pelayanan informasi.

Paragraf 1
Pendampingan

Pasal 38

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a
dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi
pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya
masyarakat.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan
pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
a. penyuluhan;
b. pembimbingan; dan
c. bantuan teknis.

Pasal 39

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a
merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialiasi
dan diseminasi.

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat menggunakan alat
bantu dan/atau alat peraga.
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Pasal 40

Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b
merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai
cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait
pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumubh.

Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;

b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan

c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 41

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf ¢
merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis
berupa:

a. fisik; dan

b. non-fisik.

Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan gedung;

fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan lingkungan;

fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase lingkungan;

fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air

minum;

e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air
limbah; dan/atau

f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana
persampahan.

poop

Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. fasilitasi penyusunan perencanaan;

b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kriteria;

c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;

d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau

e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta.

Pasal 42

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dengan
ketentuan tata cara sebagai berikut:

a.

pendampingan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja
perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan
permukiman;

pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau
tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai
dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
dan permukiman kumubh;

pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan
permukiman yang membutuhkan pendampingan;
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pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan
hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala
maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan

pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi
anggaran vang telah ditentukan sebelumnya.

Paragraf 2
Pelayanan Informasi

Pasal 43

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b
merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk
pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan
permukiman kumubh.

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rencana tata ruang;

b. penataan bangunan dan lingkungan,;

c. perizinan; dan

d. standar perumahan dan permukiman.

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pemerintah daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

Pasal 44

Pemerintah daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik,
cetak, dan/atau secara langsung kepada masyarakat.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang
mudah dipahami.

BAB VI

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 45

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti degan pengelolaan
untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman
secara berkelanjutan.

Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10
Ha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dengan luasan antara 10 - 15Ha menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dengan luasan di atas 15Ha menjadi kewenangan pemerintah pusat
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Bagian Kedua
Pola-pola Penanganan

Pasal 46

(1) Pola-pola penanganan didasarkah pada hasil penilaian aspek kondisi
kekumuhan dan aspek legalitas lahan.

(2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.

(3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. pemugaran;
b. peremajaan; dan
c. pemukiman kembali.

(4) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] untuk
perumahan dan permukiman swadaya dilakukan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

(5) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
perumahan dan permukiman formal dilakukan oleh pemerintah daerah,
dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

(6) Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal yang dilakukan oleh
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5] dilakukan pada
perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya sudah
diserahterimakan kepada pemerintah daerah.

(7) Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal yang dilakukan oleh
pelaku pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayvat (9)
dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan
utilitasnya belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah.

(8) Dalam hal penanganan untuk perumahan dan permukiman formal
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilakukan dan prasarana,
sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman ditelantarkan/tidak
dipelihara, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat peringatan
kepada pelaku pembangunan untuk memperbaiki/memelihara prasarana,
sarana, dan utilitas dimaksud.

(9) Dalam hal surat peringatan kepada pelaku pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti karena ketidaksanggupan
pelaku pembangunan, maka prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan
permukimannya akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diatur

dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan
legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan
ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
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dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan
legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan
ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan
legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan

dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan
tidak ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman
kembali.

Pasal 48

Pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan
mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)
diatur dengan ketentuan:

a.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air
serta kelestarian air dan tanah; dan

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta
kelestarian tanah,;

Paragraf 1
Pemugaran

Pasal 49

Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan untuk
perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman
menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kkegiatan
perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk
mengembalikan fungsi sebagaimana semula .

Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.

Pasal 50

Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (3) huruf a meliputi:

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;

b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;

c. pendataan masyarakat terdampak;

d. penyusunan rencana pemugararn; dan

e. musyawarah untuk penyepakatan.

Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (3) huruf b meliputi:

a. proses pelaksanaan konstruksi; dan

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
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Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:

a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 2
Peremajaan

Pasal 51

Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b
dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman
yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan
masyarakat sekitar.

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumabh,
prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan
terlebih dahulu menyvediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat
terdampak.

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan

¢. pasca konstruksi.

Pasal 52

Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (4) huruf a meliputi:

identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;

sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;

pendataan masyarakat terdampak;

penyusunan rencana peremajaan; dan

musyawarah dan diskusi penyepakatan.

RS

Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

ayat (4) huruf b meliputi:

a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil
kesepakatan;

b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;

proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman

eksisting;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

a

Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 avat (4) huruf ¢ meliputi:

a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.
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Paragraf 3
Pemukiman Kembali

Pasal 53

Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf ¢
dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman
yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan
masyarakat,

Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
tahap:

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.

Pasal 54

Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:

a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;

b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;

c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;

d. pendataan masyarakat terdampak;

e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran
pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali;
dan

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi:

a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil
kesepakatan;

b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;

c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan

permukiman baru;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;

proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan

proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.

o A

Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 55

Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas
perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
masyarakat secara swadaya.
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Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pemeliharaan dan perbaikan.

Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan
keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman
layak huni.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5) dilakukan dalam bentuk:
penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
pemberian kemudahan dan/atau bantuan;

koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesual
kebutuhan;

pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

=t L -

=D

Paragraf 1
Pemeliharaan

Pasal 56

Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui
perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan
oleh setiap orang.

Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan
permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap
orang.

Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum

Paragraf 2
Perbaikan

Pasal 57

Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi atau

pemugaran.
Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.

Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan
permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap
orang.
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Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

BAB VII
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 58

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah provinsi dan
pemerintah Pusat.

Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 59

Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah memiliki
tugas:

a. merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten serta rencana
pembangunan kabupaten terkait pencegahan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

b. melakukan survei dan pendataan skala kabupaten mengenai lokasi

perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;

melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarand dan

prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas

perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi
masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat
berpenghasilan rendah;

f memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat
miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;

g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di
bidang perumahan dan permukiman; serta

h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumubh.

o 0

Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan oleh
satuan kerja perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Pemerintah daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar
satuan kerja perangkat daerah.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui
pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.
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Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 60

Kewajiban pemerintah daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan
pada tahap:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyarakat.

Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

4. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;

b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman;
dan

c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.

Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh
dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumubh,
melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan

b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana
tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman
serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh
dan permukiman kumuh.

Pasal 61

Kewajiban pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

a. penetapan lokasi;

b. penanganan; dan

c. pengelolaan.

Kewajiban pemerintah daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;

b. melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sesuai kriteria yang telah ditentukan;

c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh melalui keputusan kepala daerah; dan

d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun.

Kewajiban pemerintah daerah pada tahap penanganan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumubh;

b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan
penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
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c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh melalui pola-pola pemugaran, peremajaar,
dan/atau pemukiman kembali.

Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputl:

a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun
partisipasi dalam pengelolaan;

b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya
masyarakat; dan

c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya
pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Ketiga
Pola Koordinasi

Pasal 62

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,
melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Pemerintah daerah.

Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

o melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan
nasional;

b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh kepada pemerintah provinsi dan Pemerintah;

c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di kabupaten /kota dengan rencana
pembangunan provinsi dan nasional; dan

d. memberikan permchonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk
pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.

BAB VIII
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 63

Pemerintah daerah sesual dengan kewenangannya bertanggungjawab atas
penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh
dan kawasan permukiman kumuh.

Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung
jawab pemerintahan daerah.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

30

Pasal 64

Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umurm.

Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui:

a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai
negara;

b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;

d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau
milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.

Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 65

Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung
jawab pemerintah daerah.

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh
Pemerintah daerah dan/atau pemerintah provinsi.

Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau

c. Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam peraturan
kepala daerah.
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BAB X
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Pola Kemitraan

Pasal 66

Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan

dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh yaitu:

a. kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara,
daerah, atau swasta; dan

b. kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha negara, daerah,
atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dikembangkan melalui:

a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab swasta; dan

b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab swasta.

Kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan
peran masyarakat.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Paragraf 1
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 67

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyarakat.

peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh

dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh; dan

¢. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 68

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

a.

berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan
dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah
daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari
perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
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berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan,
perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut
membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian
lesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan
permukiman di lingkungannya; dan

berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan,
perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu
pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan
fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di
lingkungannya.

Pasal 69

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

.

berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan,
dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan
partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumubh; dan

memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah mengenai
rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan
permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan
kumuh dan permukiman kumubh.

Paragraf 2
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 70

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

a.
b.

.

(1)

(2]

penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumulh;
dan

pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumubh..

Pasal 71

Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a,

masyarakat dapat:

a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau
memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan
ketentuan vang berlaku; dan

b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar
pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang
telah diberikan saat proses pendataan.

Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hurufl a,

masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan
perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
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b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang
berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh
dan permukiman kumuh;

c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana
penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi
terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau

d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan
rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan
informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 72

Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
huruf b, dapat dilakukan dalam proses:

a. pemugaran atau peremajaan; dan

b. pemukiman kembali.

Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada

avat (1) huruf a, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada
masyarakat yang terdampak;

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan
rencana pemugaran dan peremajaan;

c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik
berupa dana, tenaga maupun material;

d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang
berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah,
prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;

e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan
peremajaarn,

f, mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses
pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada
instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat
berjalan lancar.

Dalam proses permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada
masyarakat yang terdampak;

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan
rencana permukiman kembali;

c. membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan
untuk proses pemukiman kembali;

d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali;

e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa
dana, tenaga maupun material;

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses
pelaksanaan pemukiman kembali; dan/atau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada
instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan
lancar.
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Pasal 73

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, masyarakat dapat:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam
pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang telah tertangani,

berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya
masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana,
tenaga maupun material;

menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta
prasarana,sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses
pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau

melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi
berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Paragraf 3
Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 74

Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk
mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya
atau atas prakarsa pemerintah.

Permnbentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tidak perlu dilakukan
dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.

Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal

Pasal 75

Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang
mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat
setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.

Pencegahan dan Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat
setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam
Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di daerah dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.
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BAB X1
KETENTUAN LAIN, LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Ketentuan Lain dan Larangan

Paragraf 1
Ketentuan Lain

Pasal 76

Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus
memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis.

Perenicanaan prasarana, Ssarana, dan utilitas umum harus memenuhi
persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.

Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh
setiap orang.

Pasal 77

Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai
dengan rencana, rancangan, dan perizinan.

Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan/atau

permukiman harus memenuhi persyaratan:

o kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;

b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan
lingkungan hunian; dan

c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh
setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Dalam rangka mendorong setiap orang agar memanfaatkan kawasan
permukiman, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada
badan hukum dan MBR.

Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada badan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn;

b. pemberian kompensasi; dan/atau

c. kemudahan perizinan.

Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada MBR sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan
perundang-undangan;

b. pemberian kompensasi;
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¢. bantuan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan
utilitas umum; dan/atau
d. kemudahan perizinan.

Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dari pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan avat (5) diatur lebih lanjut dalam
peraturan Bupati.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 79

Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yvang
tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi,
persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di
luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan
permukiman,

Setiap orang dilarang membangun perumahan, dan/atau permukiman di
tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun
orang.

Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah,
perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan
pemanfaatan ruang.

Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan
pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah
ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah setelah terjadi
kesepakatan dengan masyarakat setempat.

Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan
permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas
umum di luar fungsinya.

Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan
hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman.

Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.

Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah
matang tanpa rumah.

Bagian Kedua
Bentuk Sanksi Administratif

Pasal B0

Setiap orang yang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),
ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dikenai sanksi administratif.
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan
pembangunan,
penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan
perumahan atau permukiman;
penguasaan sementara oleh pemerintah daerah (segel);
kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan izin mendirikan bangunan;
pencabutan izin mendirikan bangunan;
pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
perintah pembongkaran bangunan rumah;
pembekuan izin usaha;
. pencabutan izin usaha;
pembatalan izin;
kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
pencabutan insentif;
pengenaan denda administratif; dan/atau
penutupan lokasi.

2
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Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 81

Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi
suatu peristiwa vang diduga merupakan tindak pidana dalam
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan
laporan kejadian.

Penyidikan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
penyidik umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

Setiap orang vyang tidak memenuhi ketentuan mengenai penetapan lck_asi
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 83

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak

membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan,
prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan, f;liancam} dengan
pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
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(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi
pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan
kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang
diperjanjikan.

Pasal 84

(1) Setiap orang vang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau
permukiman di luar kawasan yang diperuntukkan bagi perumahan dan
permukiman, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana
penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan
terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)
kali dari pidana denda terhadap orang.

Pasal 85

(1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau
permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi
barang ataupun orang, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana
penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan
terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)
kali dari pidana denda terhadap orang.

Pasal 86

Setiap pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumabh,
perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan
pemanfaatan ruang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang dengan sengaja menolak atau menghalang-halangi kegiatan
pemukiman kembali rumah, perumahan, atau permukiman yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan
dengan masyarakat setempat, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Pasal 88
Setiap Badan Hukum yang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas

umum di luar fungsinya, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
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Pasal 89

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6
(enam) bulan setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 90

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 10
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I.2. PROSEDUR PENDATAAN

2:Pendataan Lokasi
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ERITERIA

INDIKATOR

Pertimbangan potensl vang dimiliki bokas]
perumahan stag permmukimen berupa:
*  pobensd sesial yaitu tineked
partislpasi masvaraket datam
mendukung pembangunan;

PARAMETER

* Lokasi memilila potensi sosial,
ekonomi dan budaye untulk
dikembanghan atau dipelihar

NILAL

SUMEBER
DATA

c. Kondisi Sosial * porenal ekonemi yaltu adamys Wawancura,
: d hegintan chonomi lerfenty yas Format lsian,
Ekonomi, dan Budaya bersifat stristegis bs,ginﬂ.q.r'::rim * Lakasi tidak memiliki potensi D‘h.-a.;v]a.sj
selempat; sos2al, ekonomi dan budays tinggl 1
+ powensl budaya yeiou adanya u_ntu_h: dikembangkan atau
kegiatan ataw warisan budaya dipelihara
tertehiiy yang dimiiki masyarskat
BCTEIIREL
C. IDENTIFIEASI LEGALITAS LAHAN
ITH Krjelasan terhadap status penguasaan # Keselurulan lodas memiliki
lahan berups: kejelasan status penguasaan
*  kepemilikan sendir, dengan buke Isham, badk milik sendiri stau #
dokumen sertifkat hak atas tanah milik pifale laim
stan henpuk deleumen beterangan |05 biin aian oesclarahan iesi |71 Wawaness
: Finiia taseh \winye yang ssb; st g ik ociclasan st Format lsian
1. Kejelasan Status *  kepemilikan pihak lain [termssul : t Isdan,
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2. Kesesusian RTR | bukei loin Mendinken Bengunan stau |+ Sebagian aiai keschirahes ik M e
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Sumber: Tim Penyusun, 2015

I1.2. FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SHALA

PRIORITAS PENANGANAN

Eondisi Eelumuhan

71 - 95[Kusnuh Berat

45 - 70 |Kumuh Sedang

19 — 44 | Kumuh Ringsn

Pertimbangan Lain

T-9
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

[. UMUM
(Akan disusun setelah substansi pengaturan disepakati

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas,
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2
Huruf a.
Yang dimaksud dengan kawasan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh tepi air adalah perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai,
danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis
Sempadan Badan Air.

Huruf b
Yang dimaksud dengan kawasan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dataran rendah adalah Perumahan kumuh
dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah
dengan kemiringan lereng < 10%



Ayat 3

Cukup Jelas
Ayat 4

Cukup Jelas
Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.



Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas,

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.



Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 79

Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
Pasal 82

Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal 87

Cukup jelas.
Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 10



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIEA
NOMOR 10 Tahum 2019
TANGGAL, 30 Desember 2019

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN
IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT ISIAN

A, oOR

Nama Sirveyor R B Y R e S e W R Y Al e P e
Jabatan T LR A S R LA s AN 1 Ab b e A ek
Alamat 1 L LNa e e v A ey N AR 0§ AT PR RS R SR
No. Telp. I U F P S S S I
Han/Tanggal Surve: S e e eeane ek Sae RS LAY RN AR r e Sre et bt LR AR R FRR AR etk

B. DATA RESPONDEN

Nama Reaponden e e T e 20 R e i i M
Jabatan e i o 3 5 £t L 2 AR S LR Ry
Alamat e e A e e L R e
Mo Telp. S S P——
Hari/Tanggal Pengisian A N B S A A S e PP R el e SRR ¥ P Fr I
C. DATA LOHASI
MNama Lokasi B e e L BB A wE Y 88 A S R A SR LA RN PR P T BT =y =
Liias Area e TR Sl MNP, SO, b P e e K ) TP L P o T
Hoordinat RSP PRTS P T P P PET RS S TR PR
Demografia:
Jumiah Jiwa S A S e S P S P
Jumlah Laki-Laki A e e e e S Sl e R i A A
JUmlah PEIETOPAATE | srreeeocooeeomisbentn s sms sh s e s a0 bb a4 raiarSg rarm s s rmn e b 0L
Jumlah Keluarga b s HN e e 1 R e S S B B RN e w4 L AL HTD
Administratii
EW T Wb b G SR T N RS W e F S L R Smar P,
Kelurahen L O P SRR TR O e S LT
Kecamatan A b e R SR AT S PO A E R A RS b SR
Kabupaten TS 1, b St et P e N e R e Y Wt
Provinal N R s R S L RS A AL ST e g AL T ee——
Permasalahan e SRl T I T SO P L AP PR A
Potensi N e e iy A R B e M 5 S P R e i g s PSS
Tipalog e Hcoanl L ANt N £ FL P e e ke b S ')

Peta Lokasi




D. KONDIS] BANGUNAN

Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran,
perietakan dan tampilan
bangunan dengan arahan
RDTR

Kesesualan tata bangunan
dan tata kualitas lingiungan
dengan arahan RTHEL

—

T6% - 1004 bangunan pada lokasi tidak memiliki
lketeraturan

51% - 75% bangunan pada Inlkesi tidak memilik:
keteraturan

25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memilili
keteraturan

T6% - 100% bangunan pada lokasd tidak
memilild keteraturan

51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

25% - 5% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

Mohon depat dilampirkan 1 foro yeng memperifhatlean ketidak-teraturan bangunan pada Jokasi.

Tingkat Hepadatan Bangunan
Nila1 KDB rata-rata

bangunan
Nilai KLB ratz-rata hangunan

Nilai Kepadatan bangunan
tata-Tata

Kesesuaian tingkat
kepadatan bangunan (KDE,
KLE dan kepadatan
bangunan) dengan arahan
RDTR dan RTBL

T6% - 100% kepadatan bangunen pada lokasi tidak sesital
ketentuan

51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai
Letentuan

25% - 50% kepadatan bangunan pada lokas: tidak sesuai
ketentuan

Moheon depat dilampirkan 1 foto yang memperkihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi

etidaksesualan dengan Persyaratan Telmis Bangunan

Perayaratan bangunan
gedung yang telah diatur

Kondisi bangunan gedung
pade perumahan dan
permukiman

pengendalian dampak lingkungan

pembangunan bangunan gedung di atas
dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
prasaranasarana WM

leeselamaten bangunan gedung

kesehatan bangunan gedung
kemyamanan bangunan gedung
kemudahan bangunan gedung

T6% - 100% bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persvaratan tekmis

512 - 75% bangunan pada lokasi tidak
memenohi pergvaratan teknia

2595 - 50%: banpunan pada lokasi ddak
memenuhi pérsyaratan telinis

Mohon dapat dilampirkan | foto yang memperlihatkan ketidelksesuaian dengan persyaratan wekmis bangunan pada lokasi,

Calkupan Jaringan Pelaysnan

Lingkungan Perumahan dan
Permuliman yang dilayani
obeh Jaringan Jalan
Lingkungan

T6% - 100%: area tidak teriayani oleh jaringan
jalan lingloungan

51% - 75% area tidak terlavani oleh jaringan
jalan lingkungan
359% - 50% area tidak terlayeni oleh jaringan
jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan | gamber [ peta yang mempertihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi,




2. Hualitas Permulasn Jalan
Jenis permulkasn jalan jalan perkerasan lentur

jalan perkerasan kaku

jalan perkerasan kombinasi

jalan tanpa perkerasan

Kualitas permukaan jalan T6% - 100" area memiliki kualitas
permukaan jalan yang buruk

51% - 75% aree memiliki kualitas permukaan
jalan yang burak

2534, - 50% area memiliki kualitas permukaan
jalan yang burok

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permutkaan jalan lingkungan yang buruk (rusaky.

F. KONDISI PENYEDIAAN AJR MINTM
1. Eetidaktersedinan Akses Aman Air Minum

Alges aman terhadap air TE% - 100% populasi ddak dapat mengakses
minum (memilild kualitas it minum yang aman

tidal berwarna, tidalk berhauw, .

dan tidak berasa} 519 - T5% populasi tidak dapat mengakses

air minum YARE Aman

35%, - 50%% populasi tidak dapat mengakaes
air minum yang eman

Mohan dapat dilampirkas ! foto yang mempertinatican kualitas air minym yang dapat diakses masyarakat.

2, Tidak Terpenuhinya Eebutuhan Air Minum

Kapesitas pemenuhan T6% - 100% populasi tidak terpenuhi
leburshan (B0 L/ hard) kebutuhan air minum minimalya

51% - 75% populasi ddak terpenhi
kebutwhan air minum minimelnys

25% - 50% populasi tidak terpenuhi
kebutuhan sir minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan | foto yang memperlibatlan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

&, KONDIE] DRATNASE LINGEUNGAN
1. Hetldelonempuan Mengalirian Limpasan Alr

Genangan yang terjadi Tehih dari {tinggi 30 cm, selama 2 jam dan
tegjadi 2 x setahun)
kurang dari (tinggi 20 cm, selama 2 jam dan
terjadi 2 x setehun|

Luas Genangan TEY - 100% area terjadi genangan »>30cm, = 2

jam dan = 2 x setahun

51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2
jam dan > 2 x setahun

5%, - 50%, area terjadi genatigan *30cm, = 2
jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 fote yang memperlihathan genangan pada lokasi tersebus (hila ada).




3.

HKHetidaktersediaan Drainase

saluran tersier danfatau
galuran lokal pade lokasi

Ta% - 100% area tidak tersedia drainase
Inghkungan

51%; - 75% area tidalk tersedia drainase
hngkungan

5% - 50% aren tdak tersedia drainase
linghungan

Mohon dapat dilampifkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier dan / atau saluran lokal pada lokast.

Tidak Terpeliharanya Drainase

Jenis pemeliharasn saluran
drainase yang dilakukan

Pemelitharaan drainase
dilakukan pada

L |

Pemealiharaan rutin

Pemeliharaan berkala

T6% - 100% aren memilika drainase
lingkungan yang kotor dan borbau

51% - T5% area memiliki drainase lingkungan
yang kotor dan berhau

25, - 50% area memiliki drainase lingkungan
vang ketor dan berbau

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatksn kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi,

Ketldakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotasn

Komponen aistem drainass
yang ada pada bokast

Kettdakterhubungan saluran
lokal dengan saluran pada
hirarki di atasnyae

Saluran primes
Zaluran sekunder
Saluran tersier

Saluran Lokal

TEY% - 100% dradnase lingkungen tidak
terhubung dengan hirarki di ataanys

51% - 75% drainase lingkungan tidak
terhubung dengan hirarki di atasova

5% - 50% drainase inghungan tidak
terhubung dengan hirarki-di atasnoya

Mohon dapat dilampirkan 1 o yang memperlihatkan ketidakterhubungan saluran lokal dengan salura

atasnys pada lokasi.

Eualitas Eonstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase

Kualitas Konstrulkeai

Sakhuran tanah
Saluran pasang hatw
Saluran beton

T6% - 100% arca memiliki kualizas kontrsukel
drainass lingkungan buruk

51% - 75% area memiliki kuslitas kontrsulksi
drainase lingkungan buruk

5% - 50% area memiliki kualitas kontrauksi
drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang burulk pads lokasi

n pada hirarkl di




H. EONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH
1. Sistem Peagelolaan Alr Limbah yang Tidak Scsuai Btandar Telknls

Sistem pengolahan air limbak T6% - 100% area memiliki sistem pengelolaan
tidak memadad (kakus/kloset alr limbah yang tidak sesuai standar teknis
yang tidak terhubung dengan .

tangki septik | IPAL) 51% - T5% area memiliki sistem pengelolasn

wir limbah vang tidak sesuai standar telmis

5% - 50% aréa memiliki sistem pengelolaan
air Hmbah yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dobumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokesi.

3. Prasarans dan Ssareoe Air Lisnbah Tidak Sesusi Perayaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Kinset Leher Angsa Yang Terhubung Dengan
Pengolahan Air Limbah vang Tangki Septil
Ada Pada Lokaai
Tidnk Tersedianva Sistemn Pengolahan Limbah
Setempat atau Terpusat
Ketidalcsesunian Prasarans T6% - 100% area memiliki prusarana dan
dan Sarane Pengolahan Al sarana pengelolaan air limbah vang tidak
Limbah dengan persvaratan memenuhi peravaratan teknis

teknis

51% - 75% area memiliki prasarana dan
garana pengelolaan air imbah yang tidak
memenuhi persyaratan tekmis

25% - 50P% area memiliki prasarana dan
sarana pengelolaan air limbah yang tidak
memenuhi peravaratan teknia

Mohion dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan londia: prasaranas dan garana pengolahan air imbah pada lokesi yang
tidale memenuhi peravaratan tenis

1. FPrasarana dan Barans Persampahan Tidak Sesual Persyaratan Telnls
Prasarana dan Sarana Tempat Sampah
Persampahan yang Ada Pada
Lokasi tempat penpumpulan sampah (TS} atau TPS
IR

gerobak sampah danfatay truk sampah

tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)
pada akala linghkungan

Ketidaksesusian Prasarana [ T6%% - 100% ares memiliki prassrana dan
dan Sarana Persampahan sarana pengelolaan persampahan tidalk
dengan Persyaratan Teknia memenihi persyaratan telknis

51% - 75% arca memiliki prasarena don
sarana pengelolasn persampahan tidak
memenuhi persvaratlan teknis

25% - 50%, area memiliki prasarana dan

sarana pengelolnan persampahan tidak
memenuhi pereyaratan teknia

Mohon dapat dilampirkan | fota yeng memperlihatkan masing-mesing prasarang dan sarana persampahan pada lokas: yang
lidak memenuhi persvaratan tekmis,

2. Bistem Pengelolaan Persampahan Tidak S8esual Standar Teknis

Sistem persampahan TE% - 100% area memiliki sistem pengelolaan
(pemilahan, pengumpulan, peraampehan yang tidak seauai standar
pengangiutan, pengolithan) teknin

515, - 75% area memiliki aistem pengelolasn
persampahan vang tidelk sesuai standar
teknis

255 - 50% arca memilili aistem pengelolaan
persampahan vang tidak sesusi standar
tekris

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi




3. Tidak Terpeliharanys Sarans dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

2.

Jenis pemeliheraan Sarana
dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan vang dilakukan

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Persampahan dilakulcan pada

Pemeliharasnn rutin
Pempeliharaan berkala

T6% - 100f% area memiliki sarpras
persampahan yvang tidek terpelibara

51% - 75% area memiliki sarpras
persampahan vang tidak terpelihara

25% - 50%% area memibiki sarpras
persampahan vang tidak terpelihara

Mohon dapat dilampirkan | foto yang memperlhatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada bokasi,

Hetidaktersedinan Sistem Protelksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarane Protoksi
Kebakaran Lingkungan vang
ada

Ketidaktersediaan Prasarana
Protekai Kehakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperhihatkan masing-masing sistem Proteksl kebakaran pada lokas/

Pasokan air untuk pemadam kebakaran

Jalan lingkungan yang memadai untulk
sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran

sarang komunikasi
data tentang sistem protekai kebakaran

bangunan pos kebakaran

TE% - 100%; area tidak memilild prasarana
protekai kebakaran

51% - 75% area tidak memiliki prasarana
protekai kehakaran

25% - 50% area tidak memilika prasarana
protekai kebakaran

EHetidaltersediaan Barana Proteksi Hebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran
Lingkungan yang ada

Ketidaltersediaan Sarana
Protekei Hebakaran

Alat Pemadam Api Ringan [APAR].
mobil pompa

mobil tangga

peralatan pendukung lamnya

6% - 100% ares tidak memilils sarana
protekai kebakaran

51% - 75% area tidak memiliki sarana
proteksi kebakaran

25% - 30% area tidak memilika sarana
protekai kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan sir untuk pemadaman di lokasi.




LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR
TANGGAL,

10
30

Tahun 2019
Desember 2019

PENCEGAHAN DAN PENINGEKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI
DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

1I.1. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

INDIEATOR

FARAMETER

A. IDENTIFIEASI HONDISI EEKUMUHAN

* Tidak memenui ketentuan taim « 7H% - 100% banpunan pada :
bangunan dalam RDTR, meliput ]nkasd udaﬁ; -|'||:r|11l-1k1 h-rsz,.Ln.u
pengaturan béntuk, besaran, TR T oESE EE T
pesletalsan, dam tempilan Dargunen . ﬁ-li;hk TMEWWIS::;]”““ 3
pdn suatn zona; dan /atan s T e e s B
#. Ketidakteraturan | » Tidak memenuhi ketentuan tats & BTHL. Format
Bangunan bangunan dan tata kualitis Inghkuigan Tsian, Observast
dalam RTAL, meliputi peagataran blok | | oeae | snes tangunan pada lokasi 2
gkt gacs, ke plling, Dangymen, il mesnlliid leetersmuran h
ketinggian dan elevasi lantai, konsep
identitas lingkungen, konsep darientas)
lngkungan, dan wajith jalan,
» KDE melebihi keteniuan RDTR, * 6% - 1% bangunan menliid =
dan/atan RTBL; lepadaten tidaic sesual ketentzsn | =
o » KLE melebihl ketentuam dakim BRDTR, . |- ---csssesnrmnnomvmosos o csoan g Dokumen ROTH
: pRcliES e ] danfatan BTHL; dan/atay * 51% - 75% bangunan memiliki F e R
EONDISI BANGUNAN | 1, Tingkat Kepadatan | « Hepadatan bangunan pang tinggi pade Tepdisten tdak seanal kerentusn 3 mh-uﬁglrun
GEDUNG Bangunan Ireriss, yuity! TR SRR 1751 ot W,
o untuk keta metropolitan dan kot roes 2oy - Peta Loirsi
Tesr > 250 nndt fHa * 25% - 5% bangunan memilili 1
& uniuk kota sedang dan kota kecil lepadatan tilile sesual ketentuan
=200 unilyf Ha
Kondiel banpunan pada lokasi tidak » TH% - 100%: bangunan pada
memenuhi persyarstan; okasi tidak memenuhi =1
o pengendatian dampald lngkungan __ persyarstenteknds o ]
- oy » pembangunan bangunan gedong i Wawencars.
b Kcm?mmn atas danfatnd & bawah wnah, air * 551}:{2[ ;;Eko mE:': n:'lr-l para 5 Formet 1siam,
dengan Persyaratan dan/aiau prasarana)sarana umum mirr_c L Takcumen TNEB,
Teknia Bangunan » keselamatan bangunan gedung | PEE AR R e el {Hoacrvasi
» Yeschatan bangunen gedung » 255 - 509 Hungunan pada
» kenyamansn bengunan gedung Tnlcrsi Hdak memenahi 1
» kemudahen bangunan gedung persyaratan teknis
® TE% - [00% ares Lidak terlayan) 5
Sebagian lokasi perumahan ataud E qklljarm-m]m "anuW == ——— WawanCara,
8. Cakupan Pelayanasn | permukiman tidak terfayan] dengan jalan | « 51% - 75% area tdak tcrla:.rsnl 3 Format isiamn,
Jalan Lingkungan | Fnglungan yang sesual dengan betennuan | oleh jaringan jalan lingkungan | 7| Pein Loka,
i teknls o 259 - S0F% area Lkak terlapani . Pl
o, Laad b Ed nleh jarineun jalan lingkungan '
= ThE: - 100% area memiliki
mm wku,amkaa permukann falan yang 3 Wit
: Sebaginn stan s=lunih jalan Hogkungan Lo bk I Wl RV i .
b KIJEJJI.E? PLUAN terfadi kerusalio permukaan jalan pada |« 51% - T5% parea memiliki ualitas | 3 mﬁi}uj:sl:?
Jaban Lingkungan | e serymaien stan permukiman _ _permukaan jalan yangburuk | T Obscroeii
"2 25% . 50% area memili kualitas | 1
permukann jalan vang buruk
w Th4% - 1004 populasi tidak dagal 5
o Kotidaktersedinan | Mayarakat pada lokasi perumahen dan |, TEOESes ST PN YR ANEY |} L L
) Alrgias A Mir permukiman lidak dapat mengekses air » 51% - 75% poepulas] tidak dapar 1 il srony
33}:{_ man minien yang memiliki kualites ticdak mengalses ai minum yang aman | 7 pr s
num herwarna, tidak berbau, den tidek berasa |7 T5a% - 5084 nuLasq ikl daipat .
- mengakiscs alr minum yang aman
m Wﬂ AAN « Th% - 100%% populasi tidal
ATR MINT] N terpenuhi kebutuhan air mindin 5
i Hebautuh arakat pada St vl ko
shutuhan AT minum masys kTS
b. Tidak Terpenubinya | lokasi peromahen atay peemukdman ti-:l;a.'r. f% 75% populisi tidsk ook
i H el erpenuhi kebubuhan alr minwm = Faerrat lsfan,
Kebutuhan Air Minum | mencipai nUnm'_ml schanyak 60 ity Observis
i pareng e ;7359 - S0% populast tdak R
terpenuhl kebutuhan air ntinum ||
minimalnys
. » Ti - 100% arean berjadi genangan
, daringan dramase lingkungan telak =30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun | ? WawENCRED,
a. Ketidakmampuen | mampu mengalirkan limpasan ai s B s Taiamn
X L o ; » 51% - T5% Grea hel]m:'h EETENEAR Format lakan,
Mengalitkan Limpasan | schingga menimbralkin genangan dengan 30cm, > 2 jam dag = 2 3 Pang Lol
iy P L A 3 F = n, > 2 jam dan = 2 x setabun | e A L
Afr tingg lebih dari 30 cm selama J_:hlh dari 2 & R0 e inn seriad geniengan | - Ohservasi
fam dan tecjadi lebib dari 2 kali setahun *A0ct, 3 ot G > 2 ¥ AMahun [
w TO% - 100% aren tudak lersedla s
e 4. 3 Tidak tersedipnya saluran drainase dreinase lingkongan N WawanCara,
HONDISI DRAINASE b. Keddaktersediann | lingkungan pada Lnglungan permahan e 51T - 7% nren Lidak tersedia 3 Format Isinn.
LINGEUNGAN Dirainase atan permukdman, yairy seluran tersier | drpinese Bnglongan | o T Pera RIS,
dan,/atan saturan bkl + 5% - 50% arca tidak tersedia ¢ Observiasi
draimase lnghkungan
) Saluran drainase Ingkungan tidak * Th% - 1007 drainaze Logkungan . i
c. Ketidakterhubungan | terbubaing dengan saluran peda hirarki di | tidak terhubung dengan hlrachi d 5 :ﬂ[;ﬁ
dengan Sistem gtasnym sehingg menyebabkan eir tidak | atasoys s IR | i f
: ; S iuaass Prra RIS,
Drainase Peckotaan | dapat mengalir dan menimbalizn < EI% 7 75 dralnase lingkungan 3 Cbserasl
Henangin _ _tidak terhubung dengan hirackldlj




KRITERIA

PARAMETER

SUMBER

o WO e e iRe el
® 23% - 0% drainase Engkungan
tidak terhubung dengan hirarkd di
ALAAOYA

DATA

* TE% - 100%% ares memiliki

i Ticlals dilaksmmalomnys pemelihanan drainass linghungan yang kotor 5 W
! _Iidak saluran drafnase nghungan pada lokesl | denberhau L .d.oc.oo.. SANRNEAR:
Terpeliharanya perumahan ataw permukiean, baik: * 51% - 7% area mentliki drainase | 3 r-wmntjlgla,
Drainase « pemelinarsan rutin danfeten | lngkungan vang kotor dan berhau) 7| FeR ES
= gpemelharaan berkala & 25% - S0M ares memilikd drainass 1 i
lingkungan yang kotor dan herbus
& TESS - 100 ares mermiliki
kualitas konirsuks drainase ]
- — _ lingkungan bunsk
. Kualitns konstriksi desinase buruk, —— f--- S f--sf----=S<sszeassiasss=s msmmeeamd R .
&, Kualitas Konstruksi | karena berupn galinn tanah fanpa x EH"’ TE m;nl:cmm}d iuelitas n.ﬁ?:ﬁ::..
Dramnaze w p:l;pdu aball pentibinp malpun h::g:“ s 5 lingumizan e Pty RIZ,
na telab terfadl kerusaken - - e e :
« 25% - G5 area memili kualites | Hrsmeant
kontrsuksi drainass lingkungan 1
burik
& TH% - 100% aren memiliki sistem
Pengelolan alr Umbah pada lokasa airt limbah yang tidak s a
) perumahan atau permukiman tidak __ standar telnis d ;
. Sj.stem Pengelolaan | memilikl slstem yang memadad, yaitu + 51% - 73 nrea memillki sistem :'mm".‘_“_'
Air Limhah Tidak | kakus/kloset vang tidak terhubiing air limbah vang tdak sesual 3 ”Pr::"!;f;“"
Sesual Standar Teknis | dengan tangki septik baik secara __ _stundar teknis ~ i
o l:djﬂ:;alfdumcﬂﬁh omunal madpun. | 4 i‘i%um-.me. ares metild sistem | H
g rerpusat, alr mbah yang tidak sesuai 1
HONDIE! standar tekmis
m ok i Hondisi prasarana dan semnn pengelotaan | :fr%mtzm nm::ﬁ::::;ﬂd mpresl
LIMBAH b. Prasarana dan | 2 limbmh peda lokasd perumahan atau i ?
il - kil 4 __persyarstamtelmis 1 | W a
Sarana Pengelolnan Air «  linset leher angsa tidak erotong | © 51% - 75% area memilik sarpras | Farmar Lsian
Limbah Tidak Sesuai M Al meptil alr limbah tidak sesuaf 3 Pein RIS,
dengan Persyaratan 3 ? o persyATALEN teknis CAR, .
: « tdak rersedianyn sistem = f-.<h=n zor A - ply Ohservasi
Teknis pengnlahan lmbah setempat atan | * 25“; - 'Ijmh: miﬂ;h mrpnm i
wir liml
i persyvaratan tebonis
Praparans dan sarans persampahen pada | « T6% - 1009 area memilikl sarpras
lokasl peramaban atan permukiman tidak)  pengeloiaan persunpahan yang 5
sesuRl dengan persyaratan tekais, yaliu) tidak memenuhi pergyaratan h
» (empal sampah dengan pemilaben | welends 1 ]
sampah pada skala domestik atau | o 51%, - 75% area emilik m.rpcm!.
£, Prasarana dan rumeh tanggs; pengelolnen persamphion v W e
Sarana Persampahan =  lempal pengumpalan sampah [TES) tidak memenuhi persyaratan 3 Fnz:::"f:;;l
Tidak Sesuai dengan a;:_”u mtﬁEﬁum rensa, recyele] | telenis R T
ré i p a A, LINgERT, sl e e S e e, =
Persyaratan Teknis + perobak sampah dan faten truk - T evesl
sampah pacla shal lingkungan; » 25% - 50 arca memilikd sarpras
dast pengelolaan persamprhan yeng i
+  fempal pengolahan sampah ﬁda]n!: meTmen i persyaratan
terpady (TPST) pada skala thIis
o limgEungan.
| mﬂl Pengelolazn persampahan peda * T6% - 1000 ares memiliki sisten
mﬂ lingkungan perumahan atay permukimen | persunpgabun Udak seaual standar| -
R M#ﬂ b. Sistem Pengslolaan :ﬂ m_rmr-nnhn persyanyban seboagsi 5 1% - 7% area tnemmitlid lstem Weisniciiis
. & IPmampihan VANE "' u;wﬂﬂﬂfu}n din pecilaban . puisampalan _ﬂ-‘g@i seaudi standar] Foermat. 1sian,
Tidak Sesuai Standar e s ] Peta RIS,
Teknia o pempumile Hophttgan * 25% - 50% area mecnillil sistern i Obsereasi
= ptn;umgmtn.n Binglongan; persampakhan Ldak sesual standar
» pengplabian lngkungan
® T6% - 100% arest memiliki sarpras
: o : hen yang tidak &
Tidak ditalukannys pemelibarian sarana i
. , =liby
c. Tidakterpeliharanya | dan prasarana pengelolaan persampahan |-~ -;5;:;’-;- —fggﬂn:-- mEr e i 1-==-----1 Wawmnziri,
Sarana dan Prasarana | pada lokss perumahan ataun AR Han sa.'“pm Forrrart 1siamn
Pengelolaan permukiman, baik: persumpsthan yung tidak 3 Peta RIS, ’
Persampahan v peneliberaan roln; dandatay. f--- wrpelibars | _____ PP Rl Otrrviis
+ pemeliharasn berkals = 355 - 50% arca memilik sarpres |
rz-rua#‘uhﬁ.hau yang tidak H
Lerpe a
Tidak tersedianyn prasaring provebsd » TG - 10086 ares tdak memiliki E
kebalknran pada okas), yain: _ _prasarana protelos! kebakaran | L
a. Ketidaktersédiaan *  pasokan sir » 51% - 75% area tdak memiliki 3 "] wawancar,
P srin Pkl + jalan Jmﬁmﬂﬁ:; _.prasarang protekesl kehakeran |- T { Format [sian,
" »  sarana komuonikasi; - Petn RIS,
e Hebakaran . ﬁr“:;igm p.mu:hm sl kebaliaran & 25 - 509 area Udak memElid . Cibaervasl
7. WLEZRI, prasarana proteksl kebakaran
KONDISI PROTEKSI +_bangunan pos kebakaran E
Ms Tidak tersedianys sarana proteksi s TH¥n - TO0%G ared thdak mendliki =
-2 : ) : leebalkaran pesba lokcasl, yaitu: _swrani proteksi kebakaran. G
b, Ketidaktersediran +  Alat Pemadam Api Ringsn (APARE | 2 519 - 75% area fidak o ok
Sarana Protelsi +  mobil peinpa;  sarana proteksi E.ngk;nj.::mh 3 Firrmal tsigo,
Kebakaran = miohil tanpee seswri kebulohan: Ty T i Ee T Prin W53,
dan « 25% - 5% area tidak menibii | Ohservasi
+ peralatan pendulning linnya sarana proteksd elakaran
B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIR
1M1 i i Perumbangan 1etak ks perumahsn » Laokasi terletak pa'd;_:l‘lmgsl =
o
s ) el permukiman pada: _ saratesis kabupaten St | Wamancara,
i, Milai S;nla.legm +  Tungss strategis kabupaten ) kota: + Lokasi tidals teretak pada fungsi || Fosmat Isian,
Lokasi ataw strategis kabupaten foata i RTRW, ROTR
# hulem fungsl sirategis Obervas
kabupaten fkota
Pertlmbangen kepadatan pendudul pede | Untuk Metropglitan & Kot Besar
T PERTIMBANGAN lokasi perumahan atau permukiman s Kepmintan Penduduk pada Loksasl
LAIN dengan kiasifikasi: sebesar >400 Jiwa/Ha 5
inr = rendah vaitu kepadatan pendudulk | Untuk Kota Sedeng & Kota Secil i .
di bawah: 150 jiwa, ha; + Kepadatan Pendudiok Laoikaal Wewancare,
. pada E I
b. Kependudukean . »  sedang yalty kepadatan pendudule | sebesar =200 JwaHa || THF i
antara 151 —200 Jwa/na; + Kepadatan Penduidul pada Lokesi | e

o tingg yeily kepadatan penduduk
antars, 207 - 400 jiwa [/ ha;

o sangal padat yaiiu kepadatan
penduduk 0 atas 200 jiwe ha;

__schesar 151 - 200 Jiwa/Ha

sebesar <150 Jiwa, Hi

» Kepadatan Pendudich pada Lakasi|




LAMPIRAN IIl PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 10 Tahun 2019
TANGGAL, 30 Desember 2019

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

III.1. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

BUPATI/ WALIEOTA ...ccovssnsssmmmammurenrrsssss
PROVINSI ..ovicvenssmmnmmmnnnmrrnssssis

HEPUTUSAN BUPATL/ WALIEOTA ..ooereesees
NOMOR © counnesnareasssssnnimnsnnnn
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KEABUPATEN/EOTA coccnamnurrnssesssass

BUPATI/WALIEOTA soccveaamrsssrsnannns 3

Menimbang - hehwe setiap orang berhak untuk bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan
sohat:

b, bahws  penvelenggaraan  peningkatan  kualitas
perumahan  kumuh - dan permukiman  kumuh
meripakan fanggung jawaty pemerintah
kabupaten/kota  berdasarkan  penetapan Inkasi
perumahan kumuh dan permukiman kumul yang
didahului proses pendataan;

. hahwe berdasarkan Pasal 98 syat (2] Undang-Undang
Womer 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman. penetapan lokasi perumahan kumuh dan
permuliman  kumuh wajih  dilakukan pemerintah
daerah dengan melibatkan peran masyaralkat;

d. hakwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huraf b dan huruf © periv
menetapkan  Keputusan Bupad/Walikota tentang
Pepetapan  Lokasi  Perumabian Kumuh Dan
Permukiman Kumuh:

Mengingat 2 ¥ Pesal 28 H avat (1] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintghan Daerah  (Lembaran Mégara Republik
Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomer | tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kswasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nemor Ty
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

4. Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran MNegara Hepublik Indonesia Tahun 2011
Momor B2, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 5234};

5. Peraturan Menteri Pekerjsan Umum dan Perumahan
Rakvat Momor .. /PRT/M/2015 tentang Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan HKumuh Dan
Permuldman Kumuh;

MEMUTUSEAN:

Meonetapkan : KEEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ...ooviseesr TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI HABUPATEN/EOTA «ovnimnnn

KESATL - [okasi Perummahan Kumuh Dan  Permukiman Rumuh
merupakan satuan perumahan dan permukiman datam linghkup
wilayah kabupaten/kota yang dinilai tidak laik hum karena
ketidaletergturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang
tdak memenuhi syarat,

KEDUA . Lekasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapksn
berdasarkan hasil pendataan vang dilakulan oleh Pemerintzh




Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan
Keterituan Tata Cara Fenetapan Lokasi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat MWomor ... /PRT/BM/2015 tentang Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kiamuh;

KETIGA - Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di
Kabupsten/Keta ... ditetapkan sebagai dasar penyusunAan
Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Komuh di Kabupaten/Koa ... yang merupakan komitmer
Pemerintah  Daerah  dalom  mendukung  Program Maaional
Pengentasan Permukiman Kumub, termasuk dalam hal ni
Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh:

KEEMPAT . Lokasi Perumahan Komuh Dan Permukiman Kumubh di
Kabupaten,/Kota ... meliputi sejumiah ... {terbilang .......- |
lokasi, di ... ... (terbilang ......... | kecamatan, dengan luas total
sobesar .. {terbilang ........] hektar;

KELIMA :  Penjabaren mengenal Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan

Permukiman Kumuh di Eabupaten/Kota ..... dirinei lebih anjut
dalarn Lampiran 1; Pets Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh di KebupatenKota ... dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran II; serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permulkiman Kumuh di Kabupaten /HKota ... dirinci lebdh lanjut
dalam Lampiran [, dimana ketiga lampiran tersebut
merupakan bagian yeng tidak terpisahkean dari Eeputusan
Bupati/Walikota ini;

KEENAM - PBerdasarkar Fenctapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permiukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ... ini, maks
Pemerintah Daerah berkomitmen untuk unwk melaksanakan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh secara tuntsa dan berkelanjutan sehagai priontas
pembangunan  daerah dalam  bidang = perumahan  dan
permuldman.  hersEma-sama Pemerintsh  Provinsi  dan

Pemerintak;
KETUJUH :  Keputusan ini mulai berlalu sejak anggal diteraphkan,
Ditetapkan di 2 ...
Pada 1ANEERL 1 e eeesiimnnrnrens e

BUPATI/WALIKOTA .ooovserssssmmmmmnnrmnsnsie
td

|HAMA LENGEAP TANPA GELAR)

111.2. FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI

1A MR EAN
HESTTUSAS RUPATL WALIMOTA . isnimn p——
AOMOR e —
TENTANDG
rnﬂmmmrmnmn-mlwmwnmm
LR TEIROTA 1o omemsseescasss

BAT LA | DEGAL | FRICHL |

A LR LAl | TINOE. TINGE. TTAB TR
DATAR | ]




II1.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI

il T

Keterangan Lampiran 3K
Kepala Daerah

M | I Judul Peta |
|

Skala, Onentasi,
Proyeksi, Sia’bclm Grid,

[ Keterangan Sumber Peta |
[

Keterangan Legenda |
|
f Lambang dan Nama
Kabupaten /Kota |

Tanda Tanga.:: Kepala
Dnrrall'l
[ Peta Inset ]
| i

P11
. — au mwuj?-a* 7“0\5‘ FETA IRRET: ‘1 \ \
TN PESETATAL SN [

LoD "'.IFMIJK HuMn r.m.
H'.NIJII II EADFOPATLN ol

PEMERRTAH 1|
BAEUPATER SHIOTA. ..




